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Abstrak
Kerawanan pangan rumah tangga di wilayah kepulauan Nusa Tenggara Timur (NTT) berkontribusi terhadap tekanan ekonomi yang mendorong perempuan dari rumah tangga rentan menerima tawaran migrasi kerja berisiko tinggi, sementara NTT secara konsisten tercatat sebagai salah satu provinsi dengan jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tertinggi di Indonesia. Artikel ini bertujuan menganalisis keterkaitan antara pola kerawanan pangan rumah tangga, kesenjangan akses ekonomi berbasis gender, dan kerentanan TPPO di NTT, serta merumuskan kerangka kelembagaan ekonomi komunitas berbasis Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) sebagai instrumen pencegahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis data sekunder (secondary data analysis). Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kepolisian Daerah, serta berbagai literatur akademik terkini. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis tematik yang dipadukan dengan pemetaan spasial lintas kabupaten/kota untuk mengidentifikasi keterkaitan dan tumpang tindih antara wilayah rawan pangan dan wilayah asal tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Hasil kajian menunjukkan adanya keterkaitan antara tingkat kemiskinan, kerawanan pangan, dan kerentanan terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kabupaten dengan persentase penduduk miskin yang tinggi secara konsisten teridentifikasi sebagai wilayah asal korban TPPO berdasarkan data kasus terbaru. Selain itu, rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan, terutama di wilayah perdesaan, menunjukkan tingkat kerawanan pangan yang lebih tinggi dibandingkan rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki. Kondisi tersebut diperparah oleh berbagai kesenjangan kelembagaan, antara lain rendahnya keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi di tingkat desa serta belum optimalnya penguatan koperasi dan lumbung pangan berbasis perempuan. Keterbatasan tersebut meningkatkan kerentanan rumah tangga terhadap praktik migrasi nonprosedural yang berpotensi berujung pada TPPO. Berdasarkan temuan tersebut, kajian ini menyimpulkan bahwa penguatan kelembagaan ekonomi pangan berbasis komunitas dengan mengintegrasikan perspektif Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) perlu menjadi bagian integral dari kebijakan ketahanan pangan dan strategi pencegahan TPPO di tingkat desa, sehingga kedua isu tersebut dapat ditangani secara terpadu dalam kerangka pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
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